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KATA PENGANTAR

Puji  dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang 2023 - 2026.

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang ini memuat tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Rencana Program dan Rencana Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Rencana Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026 merupakan pedoman kerja bagi Staf dan Pimpinan Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2023-2026.  Dalam menyusun dokumen rencana ini masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangan kami harapkan. 

Semoga program dan kegiatan dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan
Menggala,      Januari 2023
          Kepala Dinas, [image: image10.png](COVER LAKIP - Microsoft Word
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024-2025.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan 4 (empat) tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Adapun program dan kegiatan merujuk pada urusan Pertanian. Semua program disusun berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tulang Bawang.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang ini tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan dengan dokumen-dokumen lainnya. Renstra ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen renstra ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang juga berdasarkan pada analisis lingkungan, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditentukan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 
2020-2024.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan  Renstra  Dinas  Pertanian  2023-2026  didasarkan  pada  peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawng Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kab. Tulang Bawang;
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang selama 4 (empat) tahun dari Tahun 2023-2026 di lingkup pertanian.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian adalah untuk:

1. Sebagai pedoman perencanaan jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, dimana Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berada dalam struktur pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Sebagai turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan sekaligus menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, yang menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang serta tolok ukur pencapaiannya;
3. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang yang berlaku setiap tahun;

4. Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang;

5. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.
1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan uraian sebagai berikut :
BAB I 
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KAB TULANG BAWANG

2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas       Pertanian

2.2

Sumber Daya Dinas Pertanian 

2.3
Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  Pelayanan Dinas Pertanian
3.2  Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4  Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN 

4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII
PENUTUP

BAB II
  GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pertanian memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten;

2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten;

3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten;

4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten;

5. Pemetaan potensi dan pengolahan lahan pertanian wilayah kabupaten;

6. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten;

7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten;

8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten;

9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten;

10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala kabupaten;

11. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;

12. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

13. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;

14. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);

15. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;

16. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;

17. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten;

18. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;

19. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat mesin pertanian;

20. Analisis teknis, ekonomi dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;

21. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;

22. Pembinaan dan pengembangan;

23. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;

24. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;

25. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

26. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

27. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;

28. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;

29. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;

30. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida;

31. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten;

32. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten;

33. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;

34. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;

35. Bimbingan penggunaan pupuk;

36. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten;

37. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

38. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;

39. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;

40. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;

41. Bimbingan dan pemantauan produksi benih;

42. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

43. Pemberian izin produksi benih;

44. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;

45. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;

46. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

47. Penetapan sentra produksi benih tanaman;

48. Pengembangan sistem informasi perbenihan;

49. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten;

50. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

51. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis;

52. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;

53. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan;

54. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten;

55. Pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

56. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

57. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten;

58. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

59. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten;

60. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

61. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten;

62. Pemberian Izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

63. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

64. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

65. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

66. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;

67. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

68. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

69. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;

70. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten;

71. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

72. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

73. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

74. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;

75. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;

76. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

77. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

78. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;

79. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

80. Bimbingan pengembangan sarana dan usaha wilayah kabupaten;

81. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten;

82. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

83. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

84. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten;

85. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten;

86. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten;

87. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten;

88. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten;

89. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten;

90. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten;

91. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten;

92. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten;

93. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;

94. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;

95. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;

96. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;

97. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan;

98. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;

99. Bimbingan penggunaan pupuk;

100. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten;

101. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

102. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;

103. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;

104. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;

105. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

106. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

107. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida;

108. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;

109. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;

110. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten;

111. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten;

112. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;

113. Penetapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;

114. Pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten;

115. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;

116. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;

117. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita;

118. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;

119. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan;

120. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten;

121. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten;

122. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;

123. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten;

124. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten;

125. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten;

126. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;

127. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan;

128. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;

129. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

130. Pemberian izin produksi benih perkebunan;

131. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi;

132. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman;

133. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

134. Penetapan sentra produksi benih perkebunan;

135. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan;

136. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten;

137. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

138. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis;

139. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;

140. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan;

141. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten;

142. Pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

143. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

144. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten;

145. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

146. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten;

147. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

148. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten;

149. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten;

150. Pemberian Izin usaha perkebunan wilayah kabupaten;

151. Pemantauan dan pengawasan usaha perkebunan wilayah kabupaten;

152. Bimbingan penerapan pedoman teknis budaya perkebunan wilayah kabupaten;

153. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;

154. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten;

155. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten;

156. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;

157. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;

158. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten;

159. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten;

160. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten;

161. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpangan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten;

162. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;

163. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;

164. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten;

165. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten;

166. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten;

167. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten;

168. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;

169. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten;

170. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten;

171. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten;

172. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten.
173. Penetapan penta potensi peternakan wilayah kabupaten.
174. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
175. Pengembangan lahan hijauan pakan.
176. Penetapan padang pengembalaan.
177. Penetapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
178. Identifikasi dan infentarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan keamafet.
179. Pengawasan penetapan standar mutu alat dan mesin petrnakan dan kesehatan hewan dan keamafet.
180. Pengawasan penetapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
181. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
182. Pembinaan dan pengembangan pelayan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
183. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokarita wilayah guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
184. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet kabupaten.
185. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet kabupaten.
186. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet kabupaten.
187. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
188. Pelaksanaan kajian, dan pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna.
189. Bimbingan pemanfaan air untuk usaha peetrnakan,  kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
190. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan,  kesehatan hewan dan kemasfet.
191. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten.
192. Identifikasi dan infentarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten.
193. Penerapan standar mutu obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten
194. Bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat peternak.
195. Bimbingan peredaran Obat hewan tingkat depo, Toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
196. Pemeriksaan, Pengadaan, Penyimpanan, Pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.
197. Pelaksanaan Pemeriksaaan penaggung jawab wilayah kabupaten
198. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
199. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.
200. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten.
201. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (dagin, telur dan susu) wilayah kabupaten.
202. Bimbingan, pemakaian penyimpanan penggunaan kesediaan paksin, sera dan bahan diakmostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten.
203. Bimbingan pelaksanaan sediaan premk wilayah kabupaten.
204. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten.
205. Bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang obat hewan (ASOH) wilayah kabupaten.
206. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten.
207. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.
208. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten.
209. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
210. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
211. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten.
212. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
213. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten.
214. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrak wilayah kabupaten.
215.  Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additip and supplemen) wilyah kabupaten.
216. Bimbingan usaha mini feedmild pedesaan (home industri) wilayah kabupaten.
217. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten.
218. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrak wilayah kabupaten.
219. Ppelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and suplement) wilayah kabupaten.
220. Bimbingan produksi benih hijauan pakan tearnak wilayah kabupaten.
221. Bimbingan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan imbingan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
222. Bimbingan seleksi ternak Bibit wilayah Kabupaten.
223. Bimbingan penerapan standar dan plasma nutpah wilayah kabupaten.
224. Bimbingan registrasi/pencatan ternak bibit wilayah kabupaten.
225. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsila ternak.
226. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten.
227. Penetapan Lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten.
228. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten.
229. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten.
230. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten.
231. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten.
232. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
233. Produksi mani beku lokal (lokal spesifik)untuk kabupaten.
234. Bimbingan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
235. Bimbingan produksi mani beku (lokal spesifik) untuk kabupaten.
236. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten.
237. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.
238. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
239. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten.
240. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten.
241. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten.
242. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan / atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten.
243. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten/Kota.
244. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
245. Bimbingan sertifikasi pejantan unngul sebagai pemacek wilayah kabupaten.
246. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
247. Bimbingan pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten.
248. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kaupaten.
249. Bimbingan pelaksanaan uji revormen rekording dan seleksi wilayah kabupaten.
250. Bimbinga pelaksanaan identifikasi penerbitan wilayah kabupaten.
251. Penerapan kebijakan dan pedoman dan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten.
252. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber biaya/kredit program wilayah kabupaten
253. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten;
254. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten;
255. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten;
256. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
257. Pembinaan dan pengawasan praktek hyginie-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH;
258. Monitoring penerapan persyaratan hygini-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.
259. Pengawasan lalulintas produk ternak dari/ ke wilayah kabupaten;
260. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
261. Bimbingan pebangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
262. Bimbingan pemantauan dan pengawasan dan oprasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
263. Pengamatan, penyediaan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupate;
264. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
265. Penerapan dan pengawasan norma , standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
266. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
267. Binbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten;
268. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
269. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
270. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
271. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten;
272. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelaran pemasukan hewan, bahan asal hewan, bahan asal hewan ke /dari wilayah indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten;
273. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan  pelayanan keswan;
274. Pengawasan lalulintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten;
275. Bimbingan pelaksanaan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan)
276. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan,pencatatan kajian dan penagguangan penyakit hewan;
277. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
278. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
279. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan,kesmat di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
280. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalulintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, dan kecil)
281. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance hazard analysis cristical control point (AHCCP)
282. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jaga hewan;
283. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
284. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
285. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengelolaan produk pangan asal hewan;
286. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
287. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zonosis;
288. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
289. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus, dan penyakit hewan lainnya;
290. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular sekala kabupaten;
291. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan,kesmavet serta kesejahteraan hewan kabupaten;
292. Bimbingan penyakit dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
293. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
294. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang kelua/masuk wilayah kabupaten;
295. Pelaksanaan pelayanan medik/para medik veteriner di kabupaten;
296. Pelaporan pelayan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penaggulangan penyakit hewan menular/non menular,penyakit individual/penyakit parasiter,virus,bakteri, penyakit retproduksi dan gangguan reproduksi;
297. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemioologi penyakit hewan parasit bakteri,virus dan penyakit hewan lainnya;
298. Bimbingan penerapan norma,standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
299. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
300. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
301. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten;
302. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
303. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
304. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten;
305. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registerasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten;
306. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten;
307. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten;
308. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
309. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;
310. Bimbingan pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
311. Bimbingan pelaksanaan sisitem dan pola penyebaran ternak;
312. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
313. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
314. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
315. Pemberian izin praktek dokter hewan;
316. Pemberianm izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
317. Pendaftaran usaha peternakan;
318. Pemberian izin usaha RPH/RPU;
319. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan unit usaha peternakan;
320. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
321. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten;
322. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer oabat hewa, poultry sop dan pet shop wilayah kabupaten;
323. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten;
324. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
325. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
326. Pemberian rekomendasi instansi karantina hewan diwilayah kabupaten;
327. pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;
328. Pemberian izin usaha alat angkut/transfortasi produk peternakan;
329. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
330. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten;
331. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
332. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
333. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;
334. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asl hewan wilayah kabupaten;
335. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpangan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
336. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
337. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
338. Bimbingan kelembagaan usaha tani, menejen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani wilayah kabupaten;
339. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
340. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
341. Bimbing penerapan teknologi panen, paska panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
342. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten;
343. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten;
344. Bimbingan pelaksanaan amdal diwilayah kabupaten;
345. Bimbingan penerapan pedoman, norma, stndar sarana usaha wilayah kabupaten;
346. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
347. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
348. Bimbingan penaganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
349. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
350. Pelayanan teknis di bidang penyuluhan, informasi, dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
351. Pelaksanaan pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
352. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
353. Pelaksanaan pelayanan jasa pendidikan dan konsultasi, baik pelaku utama dan pelaku usaha;
354. Penyusunan program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
355. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
356. Pembina teknis pengelolaan balai penyuluhan sebagai instansi badan pelaksana penyuluhan perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan;
357. Penyelenggaraan pelatihan atau kursus pertanian, perikanan, dan kehutanan bagi penyuluh, baik penyuluh PNS, swakarsa dan swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha;
358. Pelaksanaan bimbingan penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi dan lembaga swadaya masyarakat serta kemitraan;
359. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian, baik secara regional, nasional maupun internasional.
Adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Perencana Ahli Muda
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Prasarana dan Sarana:
1. Penyuluh Pertanian
2. Penyuluh Pertanian

3. Analis Pasar Hasil Pertanian
d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :

1. Analis Pasar hasil Pertanian
2. Analis Pasar Hasil Pertanian
3. Penyuluh Pertanian
e. Bidang Hortikultura, membawahi :
1. Analis Pasar Hasil Pertanian
2. Penyuluh Pertanian
3. Penyuluh Pertanian
f. Bidang Perkebunan, membawahi :
1. Analis Pasar Hasil Pertanian
2. Penyuluh Pertanian

3. Penyuluh Pertanian

g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
1. Penyuluh Pertanian
2. Medik veteriner
3. Analis Pasar Hasil Pertanian
h. Bidang Penyuluhan, membawahi :

1. Penyuluh Pertanian

2. Penyuluh Pertanian

3. Penyuluh Pertanian

i. Unit Pelaksana Teknis;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang. 
Bagan 1

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PDRB per Kapita juta rupiah 60,29            63,27         66,41         69,69         73,14        

Produksi tanaman pangan ton 1.222.298 1.302.554 1.432.809 1.576.090 1.733.699

Produksi tanaman perkebunan ton 67.728 75.253 82.778 91.056 100.162

Produksi tanaman hortikultura ton 886,8 984,9 1.083 1.192 1.311

Populasi ternak besar ekor 28.713 31.903 35.093 38.603 42.463

Populasi ternak kecil ekor 106.542 118.380 130.218 143.240 157.564

Populasi ternak unggas ekor 642.015 712.118 783.330 861.663 947.829

Meningkatnya kapasitas 

kelompok tani

Persentase kelompok tani yang 

meningkat kelas kemampuannya

persen 96,00 96,44 96,49 96,54 96,59

Meningkatnya produksi pangan 

asal ternak

Produksi daging Kg 1.538        1.549        1.704        1.874        2.062 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP)

nilai 61,88            63,69         65,55         67,46         69,43        

Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja dan keuangan Dinas 

Pertanian

Nilai SAKIP Dinas Pertanian nilai 63,23 70,00 75,00 80,00 85,00

Meningkatnya produksi tanaman  

pangan, tanaman perkebunan 

dan tanaman hortikultura

Meningkatnya populasi ternak

Meningkatkan 

ketersediaan dan 

keanekaragaman pangan; 

Meningkatkan produksi, 

produktivitas, dan daya 

saing produk pertanian dan 

peternakan serta 

kesejahteraan petani dan 

peternak

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang 

Berkualitas, Bersih dan 

Transparan pada Dinas 

Pertanian

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan

Kondisi 

Kinerja 

pada Awal 

periode 

RPD (2022)

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada 

Tahun
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1 Produksi tanaman pangan ton 1.222.298 1.302.554 1.432.809 1.576.090 1.733.699 1.733.699

2 Produksi tanaman perkebunan ton 67.728 75.253 82.778 91.056 100.162 100.162

3 Produksi tanaman hortikultura ton 886,8 984,9 1.083 1.192 1.311 1.311

4 Populasi ternak besar ekor 28.713 31.903 35.093 38.603 42.463 42.463

5 Populasi ternak kecil ekor 106.542 118.380 130.218 143.240 157.564 157.564

6 Populasi ternak unggas ekor 642.015 712.118 783.330 861.663 947.829 947.829

7 Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kemampuannya persen 96,00 96,44 96,49 96,54 96,59 96,59

8 Produksi daging Kg 1.538        1.549        1.704        1.874        2.062        2.062 

9 Nilai SAKIP Dinas Pertanian nilai 63,23 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00

No

Kondisi 

Kinerja 

pada akhir 

periode 

RPD

Indikator Tujuan/Sasaran Satuan

Kondisi 

Kinerja 

pada Awal 

periode 

RPD (2022)

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada 

Tahun

[image: image6.emf]Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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Nilai Tukar Petani (NTP)

104,48 persen 105,00 105,28 105,48 105,54 105,54

Produksi tanaman pangan          1.302.554  ton       1.302.554  1.432.089 -                             1.576.090 -                             1.733.699 -                             1.733.699 -                            

Produksi tanaman perkebunan               75.253  ton            75.253             82.778  -                                        91.056  -                                      100.162  -                                      100.162  -                            

Produksi tanaman hortikultura 984,9 ton 984,9              1.083  -                                          1.192  -                                          1.311  -                                          1.311  -                            

3.27.02 Program Penyediaan dan 

Pengembangan Sarana Pertanian

Persentase petani yang menerapkan 

teknologi pertanian

persen 50,61 1.481.800.000       55,67 1.629.980.000       61,24 1.792.978.000       67,36 1.972.275.800       67,36 2.169.503.380       Dinas 

Pertanian

Lingkup 

Kabupaten 

Tulang Bawang

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana 

Pertanian

Kelompok tani yang diawasi dalam 

penggunaan sarana pertanian

39 Kelompok 

tani

39 57.570.000            43 63.327.000            47 69.659.700            52 76.625.670            52 84.288.237           

3.27.02.2.01.02 Pendampingan  Penggunaan  Sarana  

Pendukung Pertanian

Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana 

Pendukung Pertanian

800 Kelompok 

tani

800 57.570.000            880 63.327.000            968 69.659.700                         1.065  76.625.670                         1.065  84.288.237           

Jumlah bibit kelapa dalam batang 300 300 300 300 300

Jumlah peserta yang mengikuti bimtek komoditi 

perkebunan

orang 25 30 35                   40                    40 

3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik 

(SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro 

Organisme Kewenangan 

Kabupaten/kota

Varietas tanaman yang telah 

dikembangkan

9 Varietas 9 123.980.000          10 136.378.000          11 150.015.800          12 165.017.380          12 181.519.118         

3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian 

SDG Hewan/Tanaman

Jumlah SDG hewan/ tanaman yang dilakukan 

pelestarian dan pemurnian

                       2  VUB                     2  57.000.000            2 62.700.000            2 68.970.000            2 75.867.000            2 83.453.700           

Jumlah laporan informasi harga komoditi 

pertanian yang disusun

                       1  laporan                     1  1 1 1 1

Jumlah Petugas Pengendali Organisme 

Tumbuhan (POPT)

                       9  orang                     9  12 15 15 15

Jumlah Petugas Statistik Pertanian (SP)                      15  orang                   15  15 15 15 15

3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG 

Hewan/Tanaman

Jumlah Pelaksanaan Peningkatan  Kualitas 

SDG Hewan/Tanaman

                       1  dokumen                     1  57.180.000                                1  62.898.000                                1  69.187.800                                1  76.106.580                                1  83.717.238           

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan 

kelompok tani perkebunan

                   150  orang                 150                  150                  150                  150                  150 

3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Produksi tanaman hortikultura 984,9 ton 984,9 9.800.000                           1.083  10.780.000                         1.192  11.858.000                         1.311  13.043.800                         1.311  14.348.180           

Jumlah laporan statistik holtikultura 12 laporan 12 12 12 12 12

Jumlah benih sayuran yang diberikan ke 

masyarakat

600 pack 600 600 600 600 600

Jumlah bibit buah-buahan yang diberikan ke 

masyarakat

14 batang 14 14 14 14 14

Meningkatnya populasi ternak Populasi ternak besar 31.903 ekor 31.903            35.093             38.603             42.463             42.463 

Populasi ternak kecil 118.380 ekor 118.380          130.218           143.240           157.564           157.564 

Populasi ternak unggas 712.118 ekor 712.118          783.330           861.663           947.829           947.829 

3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan 

Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 

Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak 

dalam daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengendalian dan 

Pengawasan Penyediaan dan Peredaran 

Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan 

Ternak

100 Persen 100 1.300.250.000       100 1.430.275.000       100 1.573.302.500       100 1.730.632.750       100 1.903.696.025      

3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 9 Ekor 10 1.300.250.000       10 1.430.275.000       10 1.573.302.500       15 1.730.632.750       15 1.903.696.025      

Jumlah Inseminasi buatan (IB) pada ternak sapi 2000 ekor 2000 2000 2.500 3.000 3.000

Jumlah kotak sarang koloni lebah madu 22 set 22 30 35 40 40

Jumlah Transfer Embrio (TE) pada ternak sapi 10 ekor 10 15 20 25 25

2025



Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah

Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Tujuan Sasaran Kode

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, 

Program, Kegiatan (outcome) dan 

SubKegiatan (output), 

Unit Kerja 

Perangkat 

daerah 

Penanggung 

jawab

Lokasi

2026

Meningkatkan 

ketersediaan dan 

keanekaragaman 

pangan; 

Meningkatkan 

produksi, 

produktivitas, dan 

daya saing produk 

pertanian dan 

peternakan serta 

kesejahteraan petani 

dan peternak

Meningkatnya produksi tanaman  

pangan, tanaman perkebunan dan 

tanaman hortikultura

2023 2024

Tujuan Kode
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Persentase kelompok tani yang meningkat 

kelas kemampuannya

96,21 persen 96,44 96,49 96,54 96,59 96,59

3.27.03 Program Penyediaan dan 

Pengembangan Prasarana Pertanian

Persentase Kelompok tani yang menerima 

bantuan alat

56 Kelompok 

tani

59 2.839.627.000       64 3.123.589.700       71 3.435.948.670       78 3.779.543.537       78 4.157.497.891      

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Ketersediaan stok pupuk bersubsidi dan 

pestisida

24.870 Ton            25.056  76.550.000                       27.562  84.205.000                       30.318  92.625.500                       33.350  101.888.050                     33.350  112.076.855         

3.27.03.2.01.03 koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana 

Pendukung Pertanian Lainnya

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana 

pendukung pertanian lainnya

3 Laporan 3 76.550.000            3 84.205.000            3 92.625.500            3 101.888.050          3 112.076.855         

Jumlah laporan Komisi Pengawasan Pupuk dan 

Pestisida  (KPPP)

1 Laporan 1 -                             1 -                             1 -                             1 -                             1 -                            

Jumlah peserta kegiatan asuransi Usaha 

Tanaman Padi (AUTP)

60 Orang 60 -                             60 -                             60 -                             80 -                             100 -                            

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Prasarana pertanian yang dapat 

beroperasi dengan baik sesuai fungsinya

75 Unit 80 2.763.077.000       85 3.039.384.700       90 3.343.323.170       95 3.677.655.487       95 4.045.421.036      

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana Pertanian 

Lainnya

Jumlah prasarana pertanian lainnya yang 

dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (gudang 

pakan, kendaraan roda 3, timbangan, chooper, 

mesin sprayer, dll)

30 Unit 35 2.763.077.000       35 3.039.384.700       40 3.343.323.170       45 3.677.655.487       45 4.045.421.036      

3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok tani yang mandiri 2 Persen 2 1.529.575.300       2 1.682.532.830       2 1.850.786.113       3 2.035.864.724       3 2.239.451.197      

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok tani dengan 

kualifikasi minimal madya

70 Persen 75 1.529.575.300       83 1.682.532.830       91 1.850.786.113       100 2.035.864.724       100 2.239.451.197      

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan 

Desa

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di 

Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan 

kapasitasnya

135 Unit 138 33.630.000            140 36.993.000            142 40.692.300            145 44.761.530            145 49.237.683           

Jumlah laporan sarasehan Kontak Tani 

Nelayan Andalan (KTNA)

12 Laporan 12 -                             12 -                             12 -                             12 -                             12 -                            

Jumlah laporan program penyuluhan pertanian 12 Laporan 12 -                             12 -                             12 -                             12 -                             12 -                            

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 

Petani di Kecamatan dan Desa

Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan 

Desa yang ditingkatkan kapasitasnya (Balai 

Penyuluh Pertanian)

15 Kecamatan 15 341.720.300          15 375.892.330          15 413.481.563          15 454.829.719          15 500.312.691         

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan 

Prasarana Penyuluhan Pertanian

Jumlah pelaksanaan praktek pelatihan tematik 2 Kali 2 754.225.000          2 829.647.500          2 912.612.250          2 1.003.873.475       2 1.104.260.823      

Jumlah laporan kegiatan DAK Non Fisik 4 Laporan 5 -                             5 -                             6 -                             6 -                             6 -                            

3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan 

Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat 

Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang mengikuti sekolah lapang 

program IPDMIP (Integrated Participatory 

Development and Management of Irrigation 

Project)

25 Orang 30 400.000.000          40 440.000.000          50 484.000.000          60 532.400.000          60 585.640.000         

Jumlah pelaksanaan rapat IPDMIP 8 Kali 9 -                             9 -                             9 -                             12 -                             12 -                            

Produksi daging                 1.549  kg              1.549               1.704               1.874               2.062               2.062 

3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan 

Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner

Persentase Penurunan jumlah kasus 

Penyakit Hewan Menular Stratergis 

(PHMS)

                  1,07  persen                1,13  216.643.700          1,24                238.308.070          1,37 262.138.877          1,51                288.352.765          1,51                317.188.041         

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, 

Penutupan dan Pembukaan Daerah 

Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam 

daerah Kabupaten/Kota

Persentase kasus Penyakit Hewan Menular 

Strategis (PHMS) yang ditangani

99,00 Persen 99,79 117.643.700          99,79 129.408.070          99,79 142.348.877          99,79 156.583.765          99,79 172.242.141         

3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah wilayah yang mengalami penurunan 

kasus Penyakit Hewan Menular Lintas daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 daerah 

Kabupaten/kota

2 laporan 2 117.643.700          2 129.408.070          2 142.348.877          2 156.583.765          2 172.242.141         

Jumlah Hewan Penular Rabies (HPR) yang 

divaksinasi

550 ekor 550 -                             550 -                             550 -                             550 -                             550 -                            

Meningkatnya produksi pangan 

asal ternak

2025

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 

Daerah

Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Tujuan Sasaran Kode

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, 

Program, Kegiatan (outcome) dan 

SubKegiatan (output), 

Unit Kerja 

Perangkat 

daerah 

Penanggung 

jawab

Lokasi

Meningkatnya kapasitas kelompok 

tani

2026 2023 2024

Tujuan Kode
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Jumlah peningkatan kesehatan hewan/ternak 

ruminansia

480 ekor 480 -                             500 -                             510 -                             520 -                             520 -                            

Jumlah hewan/ternak  yang mengikuti 

pengobatan ternak massal

500 ekor 500 -                             510 -                             520 -                             530 -                             530 -                            

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Tekhnis Kesehatan 

Masyarakat Veteriner

Persentase unit usaha hewan dan produk 

hewan yang dibina

99 Persen 100 99.000.000            100 108.900.000          100 119.790.000          100 131.769.000          100 144.945.900         

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan 

Produk Hewan

Jumlah laporan pendampingan unit usaha 

hewan dan produk hewan

1 Laporan 1 36.000.000            1 39.600.000            1 43.560.000            1 47.916.000            1 52.707.600           

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan 

Produk Hewan

Jumlah laporan pengawasan peredaran hewan 

dan produk hewan

1 Laporan 1 63.000.000            1 69.300.000            1 76.230.000            1 83.853.000            1 92.238.300           

Nilai Reformasi Birokrasi BB predikat BB BB BB BB BB

NilaiSAKIP Dinas Pertanian 63,00 Nilai 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 -                            

3.27.01 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten/Kota

Persentase indikator kinerja kegiatan 

Dinas Pertanian yang tercapai

100 persen 100 15.641.075.224     100 17.205.182.746     100 18.925.701.021     100 20.818.271.123     100 22.900.098.235    

3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase indikator kinerja kegiatan 

Dinas Pertanian yang tercapai

75 persen 80 48.394.000            88 53.233.400            97 58.556.740            100 64.412.414            100 70.853.655           

3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat 

daerah

4 Laporan 5 48.394.000            8 53.233.400            8 58.556.740            8 64.412.414            8 70.853.655           

3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase tercapainya pelayanan 

administrasi perkantoran

100 Persen 100 13.094.434.224     100 14.403.877.646     100 15.844.265.411     100 17.428.691.952     100 19.171.561.147    

3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan ASN

176Orang/Bulan 176 13.094.434.224     176 14.403.877.646     176 15.844.265.411     176 17.428.691.952     176 19.171.561.147    

3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tercapainya pelayanan 

administrasi perkantoran

65 Persen 67 2.366.897.000       73 2.603.586.700       81 2.863.945.370       89 3.150.339.907       89 3.465.373.898      

3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket komponen instalansi 

listrik/penerangan bangunan kantor

1 Paket 1 2.890.000              1 3.179.000              1 3.496.900              1 3.846.590              1 4.231.249             

3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah paket peralatan dan perlengkapan 

kantor yang disediakan

1 Paket 1 29.184.800            1 32.103.280            2 35.313.608            2 38.844.969            2 42.729.466           

3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah paket barang cetakan dan 

penggandaan yang disediakan

2 Paket 2 12.901.200            2 14.191.320            3 15.610.452            3 17.171.497            3 18.888.647           

3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang disediakan

5 Dokumen 6 117.000.000          7 128.700.000          8 141.570.000          10 155.727.000          10 171.299.700         

3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 Laporan 12 12.000.000            12 13.200.000            12 14.520.000            12 15.972.000            12 17.569.200           

3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD

12 Laporan 12 41.291.000            12 45.420.100            12 49.962.110            12 54.958.321            12 60.454.153           

3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase tercapainya jasa penunjang 

urusan Pemerintahan Daerah

100 Persen 100 1.075.815.000       100 1.183.396.500       100 1.301.736.150       100 1.431.909.765       100 1.575.100.742      

3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya air dan Listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik yan disediakan

12 Laporan 12 150.000.000          12 165.000.000          12 181.500.000          12 199.650.000          12 219.615.000         

3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah laporan penyediaan jasa pelayanan 

umum kantor yang disediakan

12 Laporan 12 925.815.000          12 1.018.396.500       12 1.120.236.150       12 1.232.259.765       12 1.355.485.742      

3.27.01.2.09 Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase tercapainya pemeliharaan 

barang milik daerah

100 Persen 100 131.350.000          100 144.485.000          100 158.933.500          100 174.826.850          100 192.309.535         

3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan  Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional atau 

lapangan yang dipelihara dan dibayarkan 

pajak dan perizinannya

1 unit 1 122.010.000          2 134.211.000          3 147.632.100          4 162.395.310          4 178.634.841         

3.27.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor 

atau bangunan lainnya yang dipelihara/ 

direhabilitasi

3 unit 3 9.340.000              3 10.274.000            3 11.301.400            3 12.431.540            3 13.674.694           
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris (eselon IIIa) dan 6 (enam) orang  Kepala Bidang (eselon IIIb) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pertanian  dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan  yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ;

2. Penyelenggaraan penerbitan perizinan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ;

3. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;

4. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan  kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

5. Pemberian rekomendasi teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 

6. Pelaksanaan kebijaksanaan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan  yang ditetapkan oleh Bupati;

7. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

8. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 

9. Pembinaan terhadap personil Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
10. Pelayanan administratif;
11. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian baik secara regional, nasional maupun internasional;
12. Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapasitas penyuluh dan petani serta pengusaha hulu dan hilir di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
13. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten;
14. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten;
15. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
16. Pengembangan lahan hijauan pakan;
17. Penetapan padang pengembalaan;
18. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
19. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
20. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
21. Pengawasan penerapan standar mutu dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
22. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di wilayah kabupaten;
23. Pembinaan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
24. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di wilayah kabupaten;
25. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;
26. Bimbingan penggunaan dan pem,eliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
27. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;
28. Pelaksanaan termuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di wilayah kabupaten;
29. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna 
30. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
31. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
32. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten;
33. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten;
34. Penerapan standar mutu obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;
35. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
36. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios, dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;
37. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten;
38. Pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab wilayah kabupaten;
39. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
40. Pelaksanaan penerbuitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten;
41. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten;
42. Bimbingan pelaksaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten;
43. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten;
44. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten;
45. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten;
46. Bimbingan kelembagaan / Asosiasi bidang obat hewan (ASOH) wilayah kabupaten;
47. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kabupaten;
48. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku opakan ternak wilayah kabupaten;
49. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten;
50. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten;
51. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten;
52. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten;
53. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
54. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten;
55. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten;
56. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and suplement) wilayah kabupaten;
57. Bimbingan usaha mini dfeedmil pedesaan (home industry) wilayah kabupaten;
58. Kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten;
59. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten;
60. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten;
61. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten;
62. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
63. Pengawasan peredaran bibit/ benih ternak wilayah kabupaten;
64. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten;
65. Penerapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten;
66. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten;
67. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku di wilayah kabupaten;
68. Pelaksanaan inseminasi buatan di wilayah kabupaten;
69. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
70. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten;
71. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten;
72. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten;
73. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten;
74. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten;
75. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten;
76. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten;
77.  Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten;
78. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan / atau produksi mudigah, ahli mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten;
79. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten/kota;
80. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten;
81. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten;
82. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten;
83. Bimbingan pengadaan mani beku ternbak produksi dalam negeri wilayah kabupaten;
84. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten;
85. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten;
86. Bimbingan pelaksanaan identifikasi penerbitan wilayah kabupaten;
87. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten;
88. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit program wilayah kabupaten;
89. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis di wilayah kabupaten;
90. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten;
91. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten;
92. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
93. Pembinaan dan pengawasan praktek higiene/sanitasi pada produsen dan tempat penjajanan PAH;
94. Monitoring penerapan persyaran hygiene sanitasi pada un it usaha PAH yang mendapat NKV;
95. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ ke wilayah kabupaten;
96. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
97. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
98. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
99. Pengamatan, penyediaan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten;
100. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
101. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesamavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
102. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
103. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorioum keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten;
104. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
105. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
106. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
107. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten;
108. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan, bahan asal hewan ke / dari wilayah Indonesian antar provinsi di wilayah kabupaten;
109. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH /RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
110. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ ke wilayah kabupaten;
111. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
112. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulanagan penyakit hewan;
113. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
114. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
115. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmat di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
116. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
117. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan suveilance Hazard Analysys Critical Control Point (HACCP);
118. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jaga hewan;
119. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
120. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
121. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengelolaan produk pangan asal hewan;
122. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
123. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
124. Bimbingan pengamatan dan penyediaan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
125. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten;
126. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan kabupaten;
127. Bimbingan penyakit dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
128. Sertifuikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
129. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar / masuk wilayah kabupaten;
130. Pelaksanaan pelayanan medik/para medik veteriner di kabupaten;
131. Pelaporan pelayanan medik/para medik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/ non menular, penyakit individualk, penyakit parasiter, virus, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
132. Bimbingan pengamatan dan penyediaan epidemioologi penyakit hewan parasit bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
133. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
134. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
135. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabuipaten;
136. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten;
137. Pemantauan lalulintas ternak wilayah kabupaten;
138. Bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
139. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
140. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabu[aten;
141. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten;
142. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten;
143. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh wilayah kabupaten;
144. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
145. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh;
146. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
147. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
148. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
149. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
150. Pemberian  izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
151. Pemberian izin praktek dokter hewan;
152. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
153. Pendaftaran usaha peternakan;
154. Perizinan izin usaha RPH/RPU;
155. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
156. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
157. Pengembanagan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten;
158. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, paultry shop dan pet shop wilayah kabupaten;
159. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten;
160. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
161. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
162. Pemberian rekomendasi instansi karantina hewan di wilayah kabupaten;
163. Pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;
164. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
165. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
166. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten;
167. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kanbupaten;
168. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil petertnakan wilayah kabupaten;
169. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;
170. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
171. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
172. Promsoi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
173. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
174. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;
175. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
176. Pembinaan mutu dan pengolahan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
177. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
178. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha petyernakan wilayah kabupaten;
179. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal / UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten;
180. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;
181. Bimbingan penerapan pedoman, norma,  stadar sarana usaha wilayah kabupaten;
182. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
183. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama / kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
184. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
185. Perhitungan perkiraan hasil penghitungan budidaya peternakan wilayah kabupaten;
186. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten;
187. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
188. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
189. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
190. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
191. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;
192. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten;
193. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data peternakan wilayah kabupaten;
194.  Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan wilayah kabupaten;
195. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten; 
196. Bimbingan penerapan;
197. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten;
198. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambhan dan pengganti  (additive and suplement) wilayah kabupaten;
199. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten;
200. Bimbingan;
201. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
B. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah   tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. 
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan   teknis,   serta   pemantauan   dan   evaluasi   dibidang prasarana dan sarana pertanian.
Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

a. Penyusunan   kebijakan   dibidang   prasarana   dan   sarana pertanian;

b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

c. Pengembangan   potensi   dan   pengelolaan   lahan  dan   irigasi pertanian;

d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;

g. Pemantauan  dan  evaluasi  dibidang  sarana  dan  prasarana pertanian; 
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. 
Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,  perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;

b.
Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih  dibidang tanaman pangan;

c.
Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;

d.
Pemberian bimbingan penerapan  peningkatan  produksi     dibidang tanaman pangan;

e.
Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;

f.
Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

g.
Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;

h. 
Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. 
Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang hortikultura.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

a. Penyusunan  kebijakan  perbenihan,  produksi,  perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;

b.
Penyusunan  rencana  kebutuhan  dan  penyediaan  benih  dibidang hortikultura;

c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;

d.
Pemberian  bimbingan  penerapan  peningkatan  produksi     dibidang hortikultura;

e.
Pengendalian      dan      penanggulangan      hama      penyakit, penanggulangan bencana alam,  dan dampak  perubahan iklim dibidang hortikultura;

f.
Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;

g.
Pemberian     izin     usaha/rekomendasi     teknis     dibidang hortikultura;

h.  Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.  Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan.
Untuk melaksanakannya, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan   kebijakan   dibidang    perbenihan,   produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

b.
Penyusunan  rencana  kebutuhan  dan  penyediaan  benih  dibidang perkebunan;

c. 
Pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang perkebunan;

d.
Pemberian  bimbingan  penerapan  peningkatan  produksi     dibidang perkebunan;

e.
Pengendalian      dan      penanggulangan      hama      penyakit, penanggulangan bencana alam,  dan dampak  perubahan iklim di bidang perkebunan;

f.
Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;

g.
Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

h.
Pemberian     izin     usaha/rekomendasi     teknis     di bidang perkebunan;

i.   
Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;

j.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,  pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perternakan dan kesehatan hewan
Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan   kebijakan   dibidang    benih/bibit,   produksi, peternakan dan    kesehatan    hewan,    perlindungan    serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perternakan;

b.  
Pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c.
Pengendalian  peredaran  dan  penyediaan  benih/bibit  ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

d.  
Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e.
Pengendalian   penyakit   hewan   dan   penjaminan   kesehatan hewan;

f.   
Pengawasan obat hewan;

g.
Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

h. 
Pengelolaan   pelayanan   jasa   laboratorium   dan   jasa   Medik Veteriner;

i.
Penerapan   dan   pengawasan   persyaratan   teknis   kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

j.
Pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

k.
Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;

l.
Pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

m.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas Melaksanakan  penyusunan  kebijakan,  programa  dan  pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

a.  
Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;

b.
Pelaksanaan    penyuluhan    pertanian    dan    pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.

c.
Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

d.   Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.

e.
Pemberian     fasilitasi     penumbuhan     dan     pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f.
Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;

g.   
Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; 
h.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
I.  
Unit Pelaksana Teknis 

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat.

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya UPT mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan pelaksanaan urusan administrasi.  

J. 
Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

BPP merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang. Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Penyuluh Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

a. Kepala Balai

b. Urusan Ketatausahaan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Urusan Programa

2. Urusan Sumber Daya

3. Urusan Supervisi

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan Pertanian di Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Urusan Programa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Program Penyuluhan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan.
Urusan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, pengendalian, koordinasi pengembangan sumberdaya manusia.
Urusan Supervisi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan.

K. 
Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:

a. Penyuluh Pertanian;

b. Pengawas Benih Tanaman;

c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

d. Pengawas Bibit Ternak; 

e. Pengawas Mutu Pakan; 

f. Medik Veteriner;

g. Paramedik Veteriner;

h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

i. Analis Pasar Hasil Pertanian.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

a. Jabatan   fungsional   Penyuluh   Pertanian   mempunyai   tugas antara lain:

1)
Melakukan penyusunan programa penyuluhan pertanian;

2)
Melakukan   perencanaan     dan     penerapan     metode penyuluhan pertanian;

3)
Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

4)
Melakukan  kegiatan  lain  sesuai  dengan  jenjang  jabatan fungsional masing-masing berdasarkan      Peraturan Perundang - undangan.

b.
Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas antara lain :

1) Melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
2) Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
3) Melakukan  kegiatan  lain  sesuai  dengan  jenjang  jabatan fungsional masing - masing      berdasarkan      Peraturan Perundang - undangan.

c. 
Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas antara lain:

1) Melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
2) Melakukan pengendalian dan penanggulangan  bencana alam;

3) Melakukan pengendalian dan penggulangan dampak perubahan iklim;

4) Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang  jabatan fungsional masing-masing berdasarkan      Peraturan Perundang - undangan.
d.
Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai  tugas antara lain :

1) Melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
2) Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
3) Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang  jabatan fungsional masing-masing berdasarkan      Peraturan Perundang - undangan.

e.
Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai  tugas antara lain :
1) Melakukan  pengawasan  peredaran  dan  pengujian  mutu pakan;
2) Melakukan  pengembangan  sistem  dan  metode  pengujian dan pengawasan mutu pakan; 
3) Melakukan  kegiatan  lain  sesuai  dengan  jenjang  jabatan fungsional masing-masing berdasarkan      Peraturan Perundang- undangan.

f.
Jabatan  fungsional  Medik  Veteriner mempunyai tugas antara lain:

1) Melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;

2) Melakukan pengendalian danpenanggulangan kesehatan mayarakat veteriner;

3) Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

4) Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang  jabatan fungsional masing-masing berdasarkan      peraturan perundang-undangan.

g. Jabatan   fungsional   Paramedik   Veteriner   mempunyai  tugas antara lain :

1)
Melakukan   pengendalian   hama   dan   penyakit   hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;

2)
Melakukan  pengendalian  dan  penanggulangan  kesehatan mayarakat veteriner dibawah penyeliaan Medik Veteriner;

3)
Melakukan   pengawasan   pemasukan   dan   pengeluaran hewan, dan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;

4)
Melakukan  kegiatan  lain  sesuai  dengan  jenjang  jabatan fungsional masing – masing berdasarkan      Peraturan Perundang - undangan.

h. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:

1) Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;

2) Melakukan pengujian mutu hasil pertanian;

3) Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang  jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.

i. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:

1)
Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;

2)
Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;

3)
Melakukan  penyebarluasan  data  harga  komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;

4)
Melakukan  kegiatan  lain  sesuai  dengan  jenjang  jabatan fungsional masing-masing  berdasarkan  Peraturan Perundang - undangan.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusi (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Pertanian Kabupaten Tulang bawang.   Kondisi yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang didukung oleh 240 orang yang terdiri dari :

a. Sumber   Daya   Manusia    (SDM)   Berdasarkan   Golongan 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2022  sebanyak 240 orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1

Data PNS per Golongan dan PHL Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
	NO
	GOLONGAN
	JUMLAH

	1.

2.

3.

4.

5.
	I

II

III

IV

PHL
	1

37

79

24

99

	
	JUMLAH
	240


b. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jabatan/Eselonering.
Jabatan fungsional pada Dinas Pertanian Tahun 2022  berjumlah 31 dan seluruhnya telah terisi dengan jumlah staf 240 orang dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.2.
Data SDM berdasarkan Jabatan Dinas Pertanian 
Kabupaten  Tulang Bawang
	NO
	Jabatan/ Eselonering
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1.

2.

3.

4.


	Kepala Dinas / Eselon II/b

Sekretaris / Eselon III/a

Kepala Bidang / Eselon III/b

Pejabat Fungsional / Eselon IV/a
	1

1

6

23


	Definitif

Definitif

Definitif

Definitif

	
	JUMLAH
	31
	


c. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pendidikan.
Berdasarkan latar belakang pendidikan, PNS, dan PHL yang bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang adalah Sarjana, Diploma, SLTA, SLTP dan Sekolah Dasar.  Hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Pertanian.  SDM berdasarkan pendidikan dapat dilihat dengan rincian berikut :
    Tabel 2.3. Data SDM Dinas Pertanian Berdasarkan Pendidikan
	NO
	Pendidikan
	JUMLAH
	KET

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
	S.2

S.1

Diploma 4

Diploma 3

SLTA

SLTP

SD
	7

60

8

18

45

1

1
	Struktural

Struktural, Fungsional, PHL

Fungsional 

Struktural, Fungsional, PHL

Fungsional, PHL

Struktural

Struktural

	
	JUMLAH
	140
	


d. Jumlah SDM berdasarkan jabatan

	NO
	Jabatan
	JUMLAH
	KET

	1.

2.

3.

	Struktural

- eselon

- non eselon

Fungsional

- penyuluh pertanian

- penyuluh pertanian kontrak (pusat)

- Penyuluh pertanian kontrak (provinsi)

Dokter Hewan (kontrak)
	31

43

67

21

1

2
	


2.2.2 Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja

a. Untuk menunjang Pelaksanaan kegiatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut  : 
Tabel 2.4. Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
	No
	Nama Gedung/Ruang Kerja/ Kendaraan
	Jumlah

	A. Gedung

	1.
	Kantor
	6  Unit

	2.
	Green House
	1  Unit

	3.
	Ruang Rapat
	1  Unit

	B. Ruang Kerja

	1.
	Kepala Dinas
	1  Ruang

	2.
	Sekretaris

	1  Ruang

	3.
	Kepala Bidang
	7  Ruang

	4.
	Sekretariat
	3  Ruang

	5.
	Ruang Staf
	3  Ruang

	6.
	Fungsional
	1  Ruang

	C. Kendaraan

	1.
	Kendaraan Roda 4
	9  unit

	2.
	Kendaraan Roda 2
	98  unit


b. Prasarana
Tabel 2.5. Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
	No
	Nama Alat/Barang
	Jumlah

	1.
	Meja kerja biro 


	30 unit

	2.
	Meja setengah biro


	117 unit

	3.
	Meja Rapat

	41 unit

	4.
	Meja Komputer
	7 unit

	5.
	Printer


	24 unit

	6.
	Laptop


	11 unit

	7.
	Komputer

	16 unit

	8.
	UPS


	20 unit

	9.
	Stabilizer


	3 unit

	10.
	Stavol


	1unit

	11.
	Lemari Arsip
	33 unit

	12.
	Kalkulator
	1 unit

	13.
	Filling Kabinet

	21 unit

	14.
	Kursi Tamu

	5 unit

	15.
	Kursi putar tinggi
	15 unit

	16.
	Kursi putar
	18 unit

	17.
	Kursi Lipat
	435 unit

	18.
	Kursi Rapat
	33 unit

	19.
	Telepon
	8 unit

	20.
	Mesin Fax
	1 unit

	21.
	AC

	11 unit

	22.
	Kipas Angin

	5 unit

	23.
	Televisi
	1 unit

	24.
	Handy Camera
	2 unit

	25.
	Camera
	2 unit

	26.
	LCD Proyektor
	1 unit

	27.
	Handy Talky
	1 unit

	28.
	GPS

	1 unit

	29.
	Scaner
	1 unit

	30.
	Wearless
	1 set

	31.
	Papan Write Board
	4 unit

	32.
	Papan Pengumuman
	1 unit

	33.
	Mesin Tik Manual
	1 unit

	34.
	Bupet
	1 unit

	35.
	Dispenser
	1 unit

	36.
	Brangkas
	3 unit

	37.
	Umbul-umbul
	15 unit


2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pertanian berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pertanian Periode 2023-2026 menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian, disajikan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
	 
	Indikator Kinerja 
	 
	 
	Target
	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
	Realisasi Capaian Tahunke-
	Rasio Capaian Pada Tahun ke-

	NO
	Sesuai Tugas dan
	Target 
	Target 
	Indikator 
	2023
	2024
	2025
	2026
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	 
	Fungsi Perangkat Daerah
	NSPK
	IKK
	Lainnya
	1
	2
	3
	4
	
	1
	2
	3
	4
	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	11
	12
	13
	14
	
	16
	17
	18
	19
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian
	 - 
	 - 
	 - 
	50,61
	55,67
	61,24
	67,36
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Persentase kelompok tani yang menerima bantuan alat

	 - 
	 - 
	 - 
	59
	64
	71
	78
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)

	 - 
	 - 
	 - 
	1,13
	1,24
	1,37
	1,51
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	 -
	

	 
	Persentase kelompok tani yang mandiri
	 - 
	 - 
	 - 
	2
	2
	3
	3
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang



	Uraian 
	 Anggaran pada Tahun ke - 
	 Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
	 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 
	Rata-rata pertumbuhan (%)

	
	2023
	2024
	2025
	 2026
	2023
	2024
	2025
	 2026
	2023
	2024
	2025
	 2026
	Anggaran 
	Realisasi 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	     1.547.151.535 
	       1.514.516.335 
	      1.314.702.135 
	    1.579.812.000 
	   1.507.647.300 
	    1.461.895.600 
	     1.259.363.500 
	     1.579.812.000 
	       39.504.235 
	    52.620.735 
	    55.338.635 
	                    - 
	     1.452.179.600 
	100

	     - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Adum)
	                1.547.151.535 
	                  -  
	                 -  
	              -
	              
	              -
	               -
	                  -
	             - 
	           -
	              - 
	                                - 
	       -
	  -

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	       41.000.000 
	       458.000.000 
	       340.000.000 
	                        - 
	       40.200.000 
	       447.410.000 
	       213.469.300 
	                         - 
	                     800.000 
	    10.590.000 
	  126.530.700 
	                    - 
	        175.269.825 
	 - 

	     - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
	                 41.000.000 
	                 458.000.000 
	                 340.000.000 
	                                      - 
	                40.200.000 
	                 447.410.000 
	                 213.469.300 
	                                       - 
	                     800.000 
	            10.590.000 
	          126.530.700 
	                                - 
	        175.269.825 
	 - 

	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	      754.581.200 
	       592.820.000 
	        183.738.500 
	      435.894.300 
	     620.608.200 
	       556.925.000 
	        170.745.500 
	       413.018.300 
	     133.973.000 
	   35.895.000 
	   12.993.000 
	    22.876.000 
	      440.324.250 
	94,75

	    - Kegiatan Penyusunan Metode Informasi Penyuluhan dan Sistem 
	               185.600.000 
	                  192.000.000 
	                    13.630.000 
	                 33.630.000 
	               173.680.000 
	                  187.130.000 
	                     3.630.000 
	                  33.630.000 
	                 11.920.000 
	             4.870.000 
	           10.000.000 
	                                - 
	           99.517.500 
	100

	      Latihan dan Kunjungan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/Pembinaan 
	                185.500.000 
	                  122.820.000 
	                     78.570.000 
	                   57.570.000 
	                 118.597.000 
	                 120.545.000 
	                    77.992.000 
	                    57.570.000 
	               66.903.000 
	              2.275.000 
	                 578.000 
	                                - 
	         93.676.000 
	100

	      Lingkungan Sosial (DBH-CHT) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Usaha dan PENAS
	               383.481.200 
	                 278.000.000 
	                     91.538.500 
	               344.694.300 
	               328.331.200 
	                249.250.000 
	                    89.123.500 
	                  321.818.300 
	                  55.150.000 
	           28.750.000 
	              2.415.000 
	            22.876.000 
	        247.130.750 
	93,36

	Program Peningkatan Penerapan Teknologi 
	     100.000.000 
	         91.000.000 
	         46.550.000 
	        46.550.000 
	       99.900.000 
	        89.000.000 
	         46.550.000 
	        46.360.000 
	            100.000 
	     2.000.000 
	                   - 
	         190.000 
	          70.452.500 
	99,59

	Pertanian/Perkebunan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Teknologi
	               100.000.000 
	                    91.000.000 
	                    46.550.000 
	                  46.550.000 
	                99.900.000 
	                  89.000.000 
	                    46.550.000 
	                  46.360.000 
	                      100.000 
	             2.000.000 
	                               - 
	                   190.000 
	          70.452.500 
	99,59

	      Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan
	   5.339.731.000 
	     4.967.701.400 
	     1.480.837.900 
	   4.772.309.000 
	    5.219.557.800 
	     4.017.410.287 
	     1.298.210.416 
	    3.962.555.580 
	               120.173.200 
	   950.291.113 
	  182.627.484 
	  809.753.420 
	    3.624.433.521 
	83,03

	    - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur 
	          4.690.000.000 
	             4.002.233.000 
	               1.000.779.000 
	             3.133.759.000 
	             4.609.516.100 
	              3.261.259.237 
	                 848.500.000 
	             2.790.000.000 
	               80.483.900 
	         740.973.763 
	          152.279.000 
	          343.759.000 
	    2.877.318.834 
	89,03

	      Pertanian (DAK)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur 
	                                     - 
	                    90.695.000 
	                    25.020.000 
	                                      - 
	                                     - 
	                  89.546.900 
	                   25.020.000 
	                                       - 
	                                    - 
	                1.148.100 
	                               - 
	                                - 
	          28.641.725 
	-

	      Pertanian (Pendukung DAK)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman 
	                 85.500.000 
	                     57.180.000 
	                     57.180.000 
	                   47.180.000 
	                 85.500.000 
	                   55.380.000 
	                     57.180.000 
	                    47.178.400 
	                                    - 
	              1.800.000 
	                               - 
	                        1.600 
	         61.309.600 
	100,00

	      Perkebunan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Produksi dan Produktifitas Hortikultura
	                 70.000.000 
	                  166.000.000 
	                   88.000.000 
	                 98.000.000 
	                 68.985.000 
	                  131.689.850 
	                   76.860.000 
	                     85.553.180 
	                    1.015.000 
	             34.310.150 
	             11.140.000 
	             12.446.820 
	         90.772.008 
	87,30

	    - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur 
	                                     - 
	                    64.593.400 
	                    64.593.400 
	 
	                                     - 
	                  64.593.400 
	                    50.604.916 
	                                       - 
	                                    - 
	                               - 
	           13.988.484 
	                                - 
	          28.799.579 
	-

	      Pertanian (RETENSI)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Pelaksanaan Program IPDMIP (Integrated Participatory
	                                     - 
	                 270.000.000 
	                   103.545.500 
	            1.400.000.000 
	                                     - 
	                 145.440.000 
	                   103.545.500 
	                946.454.000 
	                                    - 
	         124.560.000 
	                               - 
	          453.546.000 
	       298.859.875 
	67,60

	      Development Management Of Irrigation Project)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pendataan Potensi
	               344.231.000 
	                 209.000.000 
	                   82.000.000 
	                  47.000.000 
	              324.543.000 
	                 166.563.000 
	                     79.150.000 
	                   47.000.000 
	                19.688.000 
	           42.437.000 
	             2.850.000 
	                                - 
	        154.314.000 
	100

	      Pengembangan Tanaman Pangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Perencanaan Monitoring dan Pelaporan Program 
	               150.000.000 
	                  108.000.000 
	                    59.720.000 
	                  46.370.000 
	                 131.013.700 
	                 102.937.900 
	                    57.350.000 
	                   46.370.000 
	                18.986.300 
	              5.062.100 
	             2.370.000 
	                                - 
	          84.417.900 
	100

	      Pembangunan Pertanian Perkebunan 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	     200.000.000 
	       168.000.000 
	         93.000.000 
	      102.643.700 
	     188.086.900 
	       155.604.000 
	         86.342.500 
	         88.412.900 
	                   11.913.100 
	   12.396.000 
	      6.657.500 
	    14.230.800 
	          129.611.575 
	86,14

	    - Kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan
	              200.000.000 
	                  168.000.000 
	                   93.000.000 
	                102.643.700 
	               188.086.900 
	                 155.604.000 
	                   86.342.500 
	                   88.412.900 
	                   11.913.100 
	           12.396.000 
	              6.657.500 
	             14.230.800 
	          129.611.575 
	86,14

	      Menular (PHM) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	     250.000.000 
	       339.000.000 
	        174.921.000 
	    1.506.500.000 
	      238.101.000 
	        309.411.550 
	       148.286.000 
	    1.309.403.700 
	                 11.899.000 
	   29.588.450 
	   26.635.000 
	   197.096.300 
	        501.300.563 
	86,92

	    - Kegiatan Optimalisasi Program UPSUS SIWAB, Hasil Usaha 
	              250.000.000 
	                 229.000.000 
	                     95.921.000 
	             1.427.500.000 
	                238.101.000 
	                  214.759.550 
	                     85.311.000 
	              1.230.549.700 
	                 11.899.000 
	            14.240.450 
	            10.610.000 
	           196.950.300 
	        442.180.313 
	86,20

	      Peternakan dan Pendataan Ternak
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Peningkatan Produksi Usaha Peternakan dan Kualitas
	                                     - 
	                   43.000.000 
	                   43.000.000 
	                 43.000.000 
	                                     - 
	                  38.060.000 
	                    42.875.000 
	                   42.950.000 
	                                    - 
	             4.940.000 
	                  125.000 
	                     50.000 
	          30.971.250 
	99,88

	      Bahan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - Kegiatan Pelayanan Pemotongan Ternak Hewan
	                                     - 
	                    67.000.000 
	                   36.000.000 
	                 36.000.000 
	                                     - 
	                   56.592.000 
	                    20.100.000 
	                   35.904.000 
	                                    - 
	           10.408.000 
	            15.900.000 
	                    96.000 
	         28.149.000 
	99,73

	Belanja Gaji dan Tunjangan
	  11.578.789.878 
	   12.345.425.520 
	   12.737.226.440 
	  13.425.555.339 
	    10.772.912.111 
	  11.740.284.663 
	   11.874.309.007 
	    12.673.615.133 
	      805.877.767 
	  605.140.857 
	  862.917.433 
	   751.940.206 
	   11.765.280.229 
	94,40





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang

 Berdasarkan analisa indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, dan Kementrian Pertanian, analisa RTRW Kabupaten Tulang Bawang, dan analisa KLHS, maka tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat yang sesuai dengan spesifik lokasi belum optimal.

b. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan serta ramah lingkungan belum optimal.

c. Koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder perbenihan tanaman pangan dan hortikultura masih belum optimal.

 Peluang pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang terhadap peningkatan   pelayanan  sesuai   dengan   tugas   pokok    dan  fungsi adalah  sebagai berikut :

a. Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat sesuai dengan spesifik lokasi masih dapat dikembangkan/ditingkatkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian serta  stakeholder lainnya.

b. Pengembangan teknologi tepat guna yang memanfaatkan benih dan bibit bersertifikat dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan,  hortikultura, perkebunan dan peternakan masih dapat dikembangkan.

c. Stakeholder perbenihan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas masih dapat didayagunakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PERTANIAN 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan usaha dari hulu hingga hilir, melibatkan berbagai pihak,  juga dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang kadang sulit diatasi. Berbagai hambatan dan permasalahan yang senantiasa dihadapi dalam upaya menjaga stabilitas dan produksi pertanian, yaitu:

a.
Produktivitas pertanian masih rendah
b. 
Masih rendahnya kualitas produksi pertanian
c. 
Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian

Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah : 

a. Penurunan guna lahan pertanian
b. Berkurangnya jumlah petani
c. Belum memadainya infrastruktur penunjang pertanian
d. Rendahnya kapasitas budidaya pertanian
e. Pemenuhan bibit/benih pertanian unggul belum merata
f. Tingginya ancaman hama dan penyakit
g. Rantai pemasaran produk hasil pertanian masih panjang
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Lampung
3.2.1 Renstra Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam Renstranya menyebutkan visi sebagai berikut : "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam  rangka mewujudkan visi ini maka misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian dengan keterkaitan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2   Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

	VISI
	MISI
	TUJUAN
	SASARAN

	Pertanian yang Maju,
Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
	1. Mewujudkan ketahanan pangan
	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
	1.   Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula

2.   Peningkatan diversifikasi
pangan

	
	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian
	3.   Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdayasaing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor

	
	
	3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
	4.   Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi

	
	3. Meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana Kementerian Pertanian
	4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
	5.   Peningkatan pendapatan keluarga petani

	
	4. Mewujudkan

Reformasi Birokrasi
	5. Meningkatkan sarana dan Prasarana pertanian
	6. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian


Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :

1.  Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

2.  Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian

3.  Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit

4.  Penguatan kelembagaan petani

5.  Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian

6.  Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi

7.  Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat sembilan strategi pendukung sebagai berikut :

1.  Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian

2.   Peningkatan dukungan perkarantinaan

3.   Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi

4.   Pelayanan informasi publik

5.   Pengelolaan regulasi

6.   Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

7.   Pengelolaan perencanaan

8.   Penataan dan penguatan organisasi

9.   Pengelolaan sistem pengawasan

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pertanian memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pertanian dan mendukung program nasional percepatan swasembada pangan, peningkatan hasil produksi yang memiliki nilai tambah dan daya saing dan peningkatan kesejahteraan petani.
3.2.2 Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Visi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu “Lampung Maju dan Sejahtera“

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan agama.

2. Meningkatkan kapasitas dan keterjangkauan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah.

3. Mengembangkan sektor pertanian melalui penciptaan nilai tambah dan kesejahteraan petani, nelayan, petambak, peternak.

4. Meningkatkan investasi dengan prioritas pada pembangunan industri dan pariwisata.

5. Memantapkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

6. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan.

Adapun tujuan yang ditetapkan dari perwujudan visi dan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung :
1. Mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai

2. Meningkatkan produksi tanaman pangan

3. Meningkatkan harga di tingkat petani

4. Mengembangkan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi

5. Meningkatkan nilai tambah hasil komoditas tanaman pangan

6. Meningkatkan kesejahteraan petani.

Pernyataan visi dan misi serta penekanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung memberikan arahan bagi seluruh daerah didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang  pembangunan pertanian di Provinsi Lampung.
Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Pertanian, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Tabel 3.4. Keterkaitan Visi, Misi,  Tujuan Dan Sasaran    Pembangunan Dinas   Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
	VISI
	MISI
	TUJUAN
	SASARAN

	Lampung maju dan sejahtera
	1. 1.     Meningkatkan kualitas 

2.         manusia melalui  

3.         pembangunan pendidikan,

4.         kesehatan, sosial, budaya dan

5.         agama.

 2.    Meningkatkan kapasitas dan 

    keterjangkauan infrastruktur 

    untuk peningkatan daya saing 

    daerah.

3. Mengembangkan sektor  

pertanian melalui penciptaan 

nilai tambah dan kesejahteraan 

petani, nelayan, petambak, 

peternak.
4. Meningkatkan investasi dengan prioritas pada pembangunan industri dan pariwisata

5. Memantapkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan public, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
6. Penanggulangan kemiskinan  dan pengurangan ketimpangan pembangunan.
	1. Mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai.

2. Meningkatkan produksi tanaman pangan.

3. Meningkatkan harga di  tingkat petani.

4. Mengembangkan komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi.

5. Meningkatkan nilai tambah hasil komoditas tanaman pangan.

6. Meningkatkan kesejahteraan petani. 

	1. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian sesuai sumber daya unggulan daerah

2. Menurunnya angka kemiskinan 




3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan budidaya keberadaannya sangat penting bagi pemenuhuan kebutuhan hidup masyarakat dan ekonomi wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan Undang –  Undang  Nomor 26 tahun 2007 tentang  penataan ruang, kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya yang mencakup perwilayahan Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas hutan produksi,      kawasan      pertanian,   kawasan      perikanan,   
kawasan   pertambangan,   kawasan   industri,   kawasan pariwisata dan kawasan permukiman.

Pengelolaan  kawasan  peruntukan  pertanian  merupakan  pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Tulang Bawang yang diarahkan melalui pendekatan pembangunan  sistem  dan  usaha  agribisnis.  Kawasan  peruntukan  pertanian terbagi atas tiga jenis kegiatan, yaitu:
3.3.1 Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dikelompokan menjadi kelompok  tanaman pangan  padi dan palawija sedangkan kelompok hortikultura buah-buah, sayuran, dan biofarmaka. Kawasan pengembangan palawija menyebar di beberapa kecamatan yang memiliki dataran datar. Kawasan budidaya padi sawah berada rawa lebak dan pasang surut yang memiliki sumber air mencukupi. Kelompok buah–buahan dan bio farmaka dikembangkan sesuai dengan kemampuan lahan.

3.3.2 Tanaman Perkebunan
Tanaman perkebunan merupakan komoditi unggulan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu kelapa sawit dan karet, serta tebu.  Kawasan tanaman perkebunan berada di lahan kering yang memiliki tanah podsolik merah kuning (PMK) yang berada di kawasan yang diperuntukkan untuk perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

3.3.3 Peternakan

Kawasan budidaya peternakan dikelompokkan menjadi dua kawasan pengembangan yaitu kawasan pengembangan ternak kerbau dan sapi, kambing dan domba. Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan peternakan. Untuk meningkatkan produksi peternakan maka pengembangannya perlu dilakukan dengan teknologi tinggi. Dengan teknologi ini menyebabkan tidak adanya bau dan limbah dari kegiatan peternakan yang dapat mengganggu lingkungan setempat. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Tulang Bawang sebaiknya menjaga lingkungan agar tetap higienis, selain itu peternak wajib menyediakan pengolahan limbah buangan untuk ditreatmen sesuai dengan ambang batas minimum yang dapat ditolerir. Dengan demikian keberadaan peternakan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya terutama bagi masyarakat secara luas.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis pembangunan pertanian Kabupaten Tulang Bawang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aspek Teknis

a. Peningkatan produksi dan produktivitas.

b. Alih fungsi lahan.

c. Perbaikan infrastruktur.

d. Peningkatan mutu produksi.

e. Kelembagaan perbenihan tanaman pertanian dan perkebunan.

f. Peningkatan ketersediaan sarana produksi.

2. Aspek Ekonomis

a. Ketersediaan pangan/beras.

b. Penguatan daya saing ekonomi.

c. Peningkatan akses permodalan petani.

d. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian.

e. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

3. Aspek Sosial

a. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar

4. Aspek Ekologis

a. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan.

b. Pelestarian dan pemanfaatan agen hayati dan pestisida nabati.

c. Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

BAB IV
  TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dalam kurun waktu tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan, meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Pertanian. 
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:
1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura
2. Meningkatnya populasi ternak
3. Meningkatnya kapasitas kelompok tani
4. Meningkatnya produksi pangan asal ternak
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas  Pertanian
Tabel 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tahun 2023-2026



BAB V
  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran diatas, dirumuskan strategi pencapaiannya. Strategi dalam pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menjadi payung dalam menetapkan kebijakan, program dan indikasi kegiatan.  

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman, maka dirumuskan strategi  dan arah kebijakan pembangunan.  Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang periode 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
	Tujuan RPD 
	:
	Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat

	Sasaran RPD
	
	Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan; Meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak
	Meningkatnya produksi tanaman  pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura
	Peningkatan produksi melalui intensifikasi usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
	Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan

	
	
	Peningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
	Peningkatkan kesejahteraan petani

	
	Meningkatnya populasi ternak
	Meningkatkan pertumbuhan produktivitas serta nilai tambah komoditas dan produk peternakan
	Meningkatkan nilai tambah produk hasil ternak yang dihasilkan oleh usaha peternakan rakyat

	
	Meningkatnya kapasitas kelompok tani
	Peningkatan daya saing petani/ kelompok tani serta kelembagaan
	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian

	
	Meningkatnya produksi pangan asal ternak
	Peningkatan kualitas hasil ternak
	Meningkatkan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan pada Dinas Pertanian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pertanian
	Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi yang transparan, akuntabel dan profesional 
	Peningkatan nilai evaluasi SAKIP melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja yang akuntabel


BAB  VI
  RENCANA PROGRAM  DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Program-program yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program prioritas sesuai dengan hasil penjabaran isu-isu strategis. Program prioritas dikelompokan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didukung, serta diintegrasikan dengan rumusan Kegiatan Strategis Daerah sebagai bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan. 
Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dinas Pertanian menetapkan 4 (empat)  program pembangunan pertanian Tahun 2023-2026, yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

4. Program Penyuluhan Pertanian
Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023-2026


BAB VII
  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pembangunan Tulang Bawang yang termuat dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 diimplementasikan dalam program/kegiatan dengan Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja pelayanan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026. Secara rinci, indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD seperti tertuang pada tabel berikut:
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

BAB  VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024-2025.
Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang ini merupakan dokumen yang merujuk pada urusan terkait pada RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026. Untuk selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2023-2026. Untuk selanjutnya Renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang selama periode empat tahun, 2023-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.
� EMBED PowerPoint.Slide.12  ���





KEPALA DINAS


























Ir








SEKRETARIS


























Ir








KELOMPOK JABATAN FUNGISIONAL





KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN








Ir











ANALIS KEUANGAN PUSAT&DAERAH














NIP.





Ir











PERENCANA


AHLI MUDA








Ir











BIDANG 


PENYULUHAN














Ir








BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

















Ir








BIDANG PERKEBUNAN

















Ir








BIDANG HORTIKULTURA




















Ir








BIDANG TANAMAN PANGAN





 














Ir








BIDANG SARANA DAN PRASARANA














Ir








PENYULUH


PERTANIAN








        














ANALIS PASAR


HASIL PERTANIAN














Ir








ANALIS PASAR


HASIL PERTANIAN

















Ir








ANALIS PASAR


HASIL PERTANIAN














Ir








ANALIS PASAR


HASIL PERTANIAN

















Ir








ANALIS PASAR


HASIL PERTANIAN











Ir








PENYULUH


PERTANIAN

















Ir











Ir








PENYULUH


PERTANIAN




















Ir








MEDIK


VETERINER











Ir








PENYULUH


PERTANIAN




















Ir








ANALIS PASAR


HASIL PERTANIAN

















Ir








ANALIS PASAR


HASIL PERTANIAN




















Ir








PENYULUH


PERTANIAN











  


                








Ir








Ir








PENYULUH


PERTANIAN








Ir








PENYULUH


PERTANIAN




















Ir








PENYULUH


PERTANIAN

















Ir








PENYULUH


PERTANIAN

















Ir

















Ir








PENYULUH


PERTANIAN

















Ir








BPP










RENSTRA
(Rencana Strategis)

DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG

2023

DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG

PERIODE 2023-2026

















image1.png







image2.png







image3.png







image4.png









RENSTRA
(s e






